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BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

NOMOR   53  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA 

DAN PERANGKAT DESA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 
11 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa 

Dan Perangkat Desa, perlu mengatur Pemberian 
Penghargaan, dan Uang Duka bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi 

Kepala Desa Dan Perangkat Desa; 
   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 



 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan 
dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2018 Nomor 60); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 51); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 52); 

   
   

MEMUTUSKAN : 
   
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN 

PENGHARGAAN DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DAN 
PERANGKAT DESA. 

 
 



Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat 

Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 

kewilayahan. 

10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 

yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

12. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang bersifat teratur dan 

dialokasikan dalam ADD yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.  

13. Penghargaan adalah tanda terima kasih atas pengabdian serta jasa-

jasanya, yang telah dibaktikan kepada Pemerintah Desa dan diberikan 

dalam bentuk piagam dan/atau materi berupa uang oleh Pemerintah Desa 

kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selesai masa jabatannya. 

14. Uang duka adalah pemberian santunan/sumbangan berupa uang kepada 

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat 

karena meninggal dunia. 

 

Pasal 2 
 

(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap 
bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. 

(2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: 

a. Kepala Desa : Rp3.125.000,00/bulan; 
 



b. Sekretaris Desa : Rp2.187.500,00/bulan; 
c. Perangkat Desa Lainnya : Rp1.562.500,00/bulan. 

 

(3) Selain Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dibayarkan Penghasilan tetap bulan ke 13 (tiga belas). 

 

Pasal 3 

 

(1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan 

mempunyai masa pengabdian paling singkat 3 (tiga) tahun dapat 

diberikan penghargaan paling tinggi 5 (lima) kali penghasilan tetap 

terakhir. 
 

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan 

mempunyai masa pengabdian dapat diberikan penghargaan yang 

besarnya ditentukan sebagai berikut: 

a. masa pengabdian paling singkat 5 (lima) tahun sampai dengan 10 

(sepuluh) tahun diberikan paling tinggi 3 (tiga) kali jumlah 

penghasilan tetap terakhir; 

b. masa pengabdian di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua 

puluh) tahun diberikan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah 

penghasilan tetap terakhir; 

c. masa pengabdian di atas 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 30 

(tiga puluh) tahun diberikan paling tinggi 5 (lima) kali jumlah 

penghasilan tetap terakhir; 

d. masa pengabdian di atas 30 (tiga puluh) tahun diberikan paling tinggi 

6 (enam) kali jumlah penghasilan tetap terakhir. 

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa bersumber dari APB 

Desa. 

 

Pasal 4 

 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat 

karena meninggal dunia dapat diberikan uang duka paling tinggi satu kali 

Penghasilan terakhir yang bersumber dari APB Desa. 

(2) Besaran uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan 

kepada ahli warisnya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

 

Pasal 5 

 

(1) Penghargaan dan uang duka yang telah diterima oleh Kepala Desa dan 

Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan 

tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa yang 

mengatur tentang penghargaan dan uang duka yang digunakan di desa 

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

(2) Penghargaan/pensiun atau sebutan lain yang digunakan di Desa dan 

uang duka atau sebutan lain yang digunakan di Desa, kepada Kepala 

Desa dan Perangkat Desa atau terhadap ahli warisnya yang telah 

diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku 

sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan yang 

telah ditentukan.  



Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga.  

 
 

Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 17 Juni 2019 

BUPATI PURBALINGGA, 

 
ttd 

 
DYAH HAYUNING PRATIWI 

  

 
Diundangkan di Purbalingga 

pada tanggal 17 Juni 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

 
ttd 

 

WAHYU KONTARDI 

 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 53 
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